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Abstrak:		

Penelitian	 ini	 bertujuan	 untuk	 menganalisis	 pengaturan	 hukum	 terhadap	 tindakan	
eksploitasi	 anak	 oleh	 orang	 tua	 melalui	 pembuatan	 konten	 media	 sosial	 serta	 mengkaji	
bentuk	 pertanggungjawaban	 pidana	 yang	 dapat	 dikenakan	 atas	 pelibatan	 anak	 secara	
eksploitatif	 dalam	 ruang	 digital.	 Penelitian	 ini	 menggunakan	 metode	 penelitian	 hukum	
normatif	 dengan	 pendekatan	 perundang-undangan,	 yang	 bertumpu	 pada	 data	 sekunder	
berupa	 bahan	 hukum	 primer,	 sekunder,	 dan	 tersier	 yang	 diperoleh	 melalui	 studi	
kepustakaan,	kemudian	dianalisis	secara	kualitatif	dengan	metode	deskriptif.	Pembaharuan	
penelitian	 ini	 terletak	 pada	 fokus	 kajian	 yang	 menempatkan	 orang	 tua	 sebagai	 subjek	
potensial	 pelaku	 eksploitasi	 dalam	 konteks	 ekonomi	 digital,	 suatu	 isu	 yang	 berkembang	
seiring	 meningkatnya	 monetisasi	 konten	 keluarga	 di	 media	 sosial.	 Hasil	 penelitian	 ini	
menunjukkan	bahwa	pemanfaatan	anak	secara	berulang	untuk	kepentingan	komersial,	yang	
mengabaikan	 kepentingan	 terbaik	 anak	 serta	 berdampak	 pada	 aspek	 psikologis	 dan	
sosialnya,	dapat	dikualiLikasikan	sebagai	bentuk	eksploitasi	dalam	sistem	hukum	Indonesia	
dan	 membuka	 ruang	 pertanggungjawaban	 pidana,	 perdata,	 maupun	 administratif	 bagi	
pelaku.	 Kesimpulan	 penelitian	 ini	 menegaskan	 bahwa	 perlindungan	 anak	 di	 era	 digital	
memerlukan	 penafsiran	 progresif	 terhadap	 norma	 yang	 ada	 agar	 mampu	 menjangkau	
praktik	 eksploitasi	 berbasis	 konten.	 Penelitian	 ini	 memberikan	 rekomendasi	 perlunya	
penguatan	 kebijakan	 hukum	 yang	 lebih	 responsif	 terhadap	 dinamika	 media	 sosial	 serta	
peningkatan	peran	negara	dalam	memastikan	perlindungan	hak	anak	secara	efektif	di	ruang	
digital.	

Kata	Kunci:	Eksploitasi	Anak;	Media	Sosial;	Pertanggungjawaban	Pidana.	

Abstract:		

This	study	aims	to	analyze	the	legal	provisions	regarding	child	exploitation	by	parents	through	
the	creation	of	social	media	content	and	to	examine	the	forms	of	criminal	liability	that	can	be	
imposed	for	exploitative	child	involvement	in	the	digital	space.	This	study	uses	a	normative	legal	
research	method	with	a	statutory	approach,	relying	on	secondary	data	in	the	form	of	primary,	
secondary,	 and	 tertiary	 legal	materials	 obtained	 through	 literature	 review,	which	 are	 then	
analyzed	qualitatively	using	descriptive	methods.	This	research's	innovation	lies	in	its	focus	on	
positioning	 parents	 as	 potential	 perpetrators	 of	 exploitation	 in	 the	 context	 of	 the	 digital	
economy,	an	issue	that	has	developed	with	the	 increasing	monetization	of	 family	content	on	
social	media.	The	results	of	this	study	indicate	that	the	repeated	use	of	children	for	commercial	
purposes,	which	 ignores	 the	child's	best	 interests	and	 impacts	 their	psychological	and	social	
aspects,	can	be	classiBied	as	a	form	of	exploitation	in	the	Indonesian	legal	system	and	opens	up	
opportunities	 for	 criminal,	 civil,	 and	 administrative	 liability	 for	 perpetrators.	 The	 study's	
conclusions	 emphasize	 that	 child	 protection	 in	 the	 digital	 era	 requires	 a	 progressive	
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interpretation	 of	 existing	 norms	 to	 address	 content-based	 exploitation	 practices.	 This	 study	
recommends	strengthening	 legal	policies	that	are	more	responsive	to	the	dynamics	of	social	
media	and	increasing	the	role	of	the	state	in	ensuring	effective	protection	of	children's	rights	in	
the	digital	space.		

Keywords:	Child	Exploitation;	Social	Media;	Criminal	Liability.	

A. PENDAHULUAN	

Perkembangan	media	sosial	dalam	satu	dekade	terakhir	telah	mengubah	pola	interaksi	

keluarga	 sekaligus	 membuka	 ruang	 ekonomi	 baru	 berbasis	 konten	 digital.	 Dalam	

praktiknya,	 tidak	 sedikit	 orang	 tua	 yang	melibatkan	 anak	 secara	 aktif	 dalam	produksi	

konten	 yang	 dimonetisasi	 melalui	 berbagai	 platform.[1]	 Fenomena	 ini	 pada	 satu	 sisi	

dipandang	 sebagai	 bentuk	 kreativitas	 keluarga	 di	 era	 digital,	 namun	 pada	 sisi	 lain	

menimbulkan	 persoalan	 hukum	 ketika	 pelibatan	 tersebut	 berpotensi	 mengarah	 pada	

eksploitasi	anak.	Permasalahan	menjadi	semakin	kompleks	karena	relasi	orang	tua	dan	

anak	secara	sosial	dianggap	sebagai	ranah	privat,	sementara	hukum	menempatkan	anak	

sebagai	subjek	yang	memiliki	hak	untuk	dilindungi	dari	segala	bentuk	penyalahgunaan,	

termasuk	penyalahgunaan	relasi	kuasa	dalam	keluarga.	Oleh	karena	itu,	 isu	eksploitasi	

anak	melalui	konten	media	sosial	menuntut	analisis	yang	komprehensif	dalam	kerangka	

sistem	hukum	Indonesia.[2]	

Penelitian-penelitian	 sebelumnya	 umumnya	 membahas	 perlindungan	 anak	 dalam	

konteks	 eksploitasi	 ekonomi	 di	 sektor	 informal,	 kekerasan	 dalam	 rumah	 tangga,	 atau	

kejahatan	berbasis	teknologi	informasi	yang	dilakukan	oleh	pihak	luar	terhadap	anak.[3]	

Sebagian	 kajian	 lain	 menyoroti	 fenomena	 sharenting	 dari	 perspektif	 sosiologis	 dan	

psikologis,	 terutama	 terkait	 dampaknya	 terhadap	 privasi	 dan	 perkembangan	 mental	

anak.[4]	Namun,	kajian	yang	secara	khusus	menganalisis	eksploitasi	anak	oleh	orang	tua	

sendiri	 melalui	 mekanisme	 monetisasi	 konten	 media	 sosial	 dengan	 pendekatan	

konseptual	dan	yuridis	yang	terintegrasi	masih	relatif	terbatas.	Kesenjangan	inilah	yang	

menunjukkan	perlunya	penelitian	yang	tidak	hanya	memotret	fenomena	sosialnya,	tetapi	

juga	 menelaah	 konstruksi	 norma,	 relasi	 kuasa	 dalam	 keluarga,	 serta	 bentuk	

pertanggungjawaban	hukum	yang	dapat	dikenakan.	
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Secara	konseptual,	eksploitasi	anak	dalam	ruang	digital	menghadirkan	bentuk	baru	dari	

pemanfaatan	 anak	 yang	 tidak	 selalu	 disertai	 kekerasan	 fisik,	 namun	 berpotensi	

mengabaikan	kepentingan	terbaik	bagi	anak.[5]	Dalam	konteks	ini,	hukum	harus	mampu	

menilai	 batas	 antara	 ekspresi	 keluarga	 yang	wajar	 dan	 tindakan	 yang	mengarah	pada	

komersialisasi	 anak.	 Permasalahan	 utama	 yang	 dikaji	 dalam	 penelitian	 ini	 adalah:	 (1)	

bagaimana	 sistem	hukum	 Indonesia	mengatur	eksploitasi	 anak	oleh	orang	 tua	melalui	

konten	 media	 sosial;	 serta	 (2)	 bagaimana	 bentuk	 pertanggungjawaban	 yang	 dapat	

dikenakan	apabila	pelibatan	tersebut	bersifat	eksploitatif.	Pertanyaan	ini	penting	karena	

perkembangan	 teknologi	 sering	 kali	 lebih	 cepat	 dibandingkan	 pembaruan	 regulasi,	

sehingga	diperlukan	penafsiran	hukum	yang	adaptif	dan	progresif.	

Tujuan	 penelitian	 ini	 adalah	 untuk	 menganalisis	 secara	 konseptual	 dan	 normatif	

kerangka	hukum	yang	mengatur	 larangan	eksploitasi	anak	dalam	konteks	digital	 serta	

mengkaji	bentuk	pertanggungjawaban	orang	tua	berdasarkan	konstruksi	hukum	pidana,	

perdata,	dan	administratif.	Penelitian	ini	menawarkan	kebaruan	dengan	menempatkan	

eksploitasi	 anak	 di	 media	 sosial	 sebagai	 bagian	 dari	 dinamika	 penyalahgunaan	 relasi	

kuasa	 dalam	 keluarga,	 bukan	 semata-mata	 sebagai	 persoalan	 etika	 digital.	 Dengan	

demikian,	 penelitian	 ini	 berupaya	 memberikan	 kontribusi	 terhadap	 pengembangan	

diskursus	perlindungan	anak	di	era	digital	serta	mempertegas	bahwa	hubungan	orang	tua	

dan	anak	tidak	meniadakan	kemungkinan	pertanggungjawaban	hukum	apabila	hak	anak	

terlanggar.	

B. METODE	

Penelitian	ini	merupakan	penelitian	hukum	normatif	atau	doctrinal	 legal	research	yang	

berfokus	 pada	 analisis	 norma	 hukum	 positif	 terkait	 perlindungan	 anak	 dan	

pertanggungjawaban	orang	tua	dalam	kasus	eksploitasi	anak	melalui	konten	media	sosial.	

Pendekatan	 yang	 digunakan	 adalah	 pendekatan	 perundang-undangan	 (statutory	

approach)	dengan	menelaah	secara	sistematis	berbagai	regulasi	yang	berkaitan	dengan	

hukum	pidana,	perlindungan	anak,	serta	pemanfaatan	teknologi	informasi	dan	transaksi	

elektronik.	Jenis	data	yang	digunakan	adalah	data	sekunder	yang	diperoleh	melalui	studi	

kepustakaan,	terdiri	atas	bahan	hukum	primer	berupa	peraturan	perundang-undangan	
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yang	relevan,	 serta	bahan	hukum	sekunder	yang	meliputi	 literatur	 ilmiah,	 jurnal,	hasil	

penelitian	terdahulu,	pendapat	para	ahli,	dan	laporan	resmi	lembaga	terkait	perlindungan	

anak.	 Teknik	 pengumpulan	 bahan	 hukum	 dilakukan	 dengan	 cara	 menginventarisasi,	

menelaah,	 dan	 mengkaji	 berbagai	 sumber	 tertulis	 yang	 memiliki	 relevansi	 dengan	

permasalahan	 penelitian.	 Analisis	 bahan	 hukum	 dilakukan	 secara	 kualitatif	 dengan	

metode	deskriptif-analitis,	yaitu	menguraikan	dan	menafsirkan	norma,	asas,	serta	doktrin	

hukum	 yang	 berkaitan	 dengan	 eksploitasi	 anak	 di	 ruang	 digital,	 kemudian	

menghubungkannya	secara	konseptual	dengan	konstruksi	pertanggungjawaban	hukum	

dalam	sistem	hukum	Indonesia.	

C. PEMBAHASAN	

1. Sistem	Hukum	Indonesia	yang	Mengatur	Eksploitasi	Anak	oleh	Orang	Tua	
Melalui	Konten	Media	Sosial		

Fenomena	 pelibatan	 anak	 dalam	 pembuatan	 konten	 media	 sosial	 oleh	 orang	 tua	

merupakan	 realitas	 baru	 dalam	 masyarakat	 digital	 yang	 menimbulkan	 pertanyaan	

serius	 mengenai	 batas	 antara	 ekspresi	 keluarga	 dan	 eksploitasi	 anak.	 Secara	

konseptual,	 eksploitasi	 dapat	 dipahami	 sebagai	 tindakan	 memanfaatkan	 seseorang	

untuk	kepentingan	pihak	 lain	dengan	mengabaikan	kepentingan	 terbaik	pihak	 yang	

dimanfaatkan.[6]	 Dalam	 konteks	 anak,	 konsep	 ini	 harus	 dibaca	melalui	 pendekatan	

perlindungan	anak	yang	menempatkan	anak	sebagai	subjek	hukum	yang	memiliki	hak	

atas	 tumbuh	 kembang,	 martabat,	 serta	 perlindungan	 dari	 segala	 bentuk	

penyalahgunaan.[7]	

Secara	 konstitusional,	 sistem	 hukum	 Indonesia	 memberikan	 landasan	 kuat	 melalui	

Pasal	28B	ayat	(2)	Undang-Undang	Dasar	Negara	Republik	Indonesia	Tahun	1945	yang	

menegaskan	 bahwa	 setiap	 anak	 berhak	 atas	 kelangsungan	 hidup,	 tumbuh,	 dan	

berkembang	serta	berhak	atas	perlindungan	dari	kekerasan	dan	diskriminasi.	Norma	

konstitusional	 ini	 menjadi	 dasar	 LilosoLis	 bahwa	 perlindungan	 anak	 bukan	 sekadar	

kebijakan	sosial,	melainkan	kewajiban	negara	yang	bersifat	fundamental.[8]	
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Pada	 tingkat	 undang-undang,	 larangan	 eksploitasi	 anak	 ditegaskan	 dalam	 Undang-

Undang	Nomor	 35	 Tahun	 2014	 tentang	 Perubahan	 atas	 Undang-Undang	Nomor	 23	

Tahun	 2002	 tentang	 Perlindungan	 Anak.	 Undang-undang	 tersebut	 secara	 eksplisit	

melarang	 segala	 bentuk	 eksploitasi	 ekonomi	 dan/atau	 seksual	 terhadap	 anak.	

Meskipun	 tidak	 menyebut	 secara	 spesiLik	 media	 sosial	 sebagai	 sarana,	 pendekatan	

normatif	yang	digunakan	bersifat	luas	sehingga	mencakup	segala	bentuk	pemanfaatan	

anak	 untuk	 keuntungan	 pihak	 lain.	 Dengan	 demikian,	 pelibatan	 anak	 dalam	 konten	

digital	 yang	 dimonetisasi	 dapat	 dikualiLikasikan	 sebagai	 bentuk	 eksploitasi	 apabila	

terdapat	unsur	pemanfaatan	yang	merugikan	kepentingan	anak.[9]	

Selain	 itu,	 Undang-Undang	Nomor	 11	Tahun	 2008	 tentang	 Informasi	 dan	Transaksi	

Elektronik	sebagaimana	telah	diubah	dengan	Undang-Undang	Nomor	19	Tahun	2016	

juga	 relevan	 dalam	 konteks	 perlindungan	 anak	 di	 ruang	 digital.	 Regulasi	 ini	

menegaskan	tanggung	jawab	setiap	orang	dalam	penggunaan	sistem	elektronik	serta	

perlindungan	terhadap	data	pribadi	dan	konten	yang	melanggar	hak	individu.	Dalam	

konteks	anak,	eksposur	berlebihan	terhadap	identitas,	aktivitas,	atau	kondisi	pribadi	

anak	di	media	sosial	dapat	dikaji	sebagai	pelanggaran	terhadap	hak	atas	privasi	dan	

perlindungan	data.[10]	

Dari	 perspektif	 hukum	 pidana	 umum,	 Kitab	 Undang-Undang	 Hukum	 Pidana	 juga	

memberikan	dasar	perlindungan	terhadap	perbuatan	yang	menempatkan	anak	dalam	

situasi	yang	membahayakan.	Reformulasi	dalam	Undang-Undang	Nomor	1	Tahun	2023	

tentang	 Kitab	 Undang-Undang	 Hukum	 Pidana	 memperkuat	 orientasi	 perlindungan	

terhadap	 kelompok	 rentan,	 termasuk	 anak,	 dengan	 pendekatan	 yang	 lebih	modern	

terhadap	tindak	pidana	yang	berbasis	penyalahgunaan	relasi	kuasa.[11]	

Dalam	 praktik	 peradilan,	 Mahkamah	 Agung	 Republik	 Indonesia	 melalui	 berbagai	

putusan	terkait	eksploitasi	anak	menegaskan	bahwa	relasi	orang	tua	dan	anak	tidak	

menghapuskan	 unsur	 pidana	 apabila	 terdapat	 perbuatan	 yang	 memenuhi	 unsur	

eksploitasi.	 Dalam	 beberapa	 perkara	 eksploitasi	 ekonomi	 anak	 di	 sektor	 informal,	

pengadilan	menilai	bahwa	alasan	kebutuhan	ekonomi	keluarga	tidak	dapat	dijadikan	

pembenar	 apabila	 hak	 dasar	 anak	 terabaikan.[12]	 Yurisprudensi	 ini	 menunjukkan	
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bahwa	prinsip	kepentingan	 terbaik	bagi	anak	(the	best	 interest	of	 the	child)	menjadi	

parameter	 utama	dalam	menilai	 apakah	 suatu	 tindakan	 orang	 tua	 bersifat	 sah	 atau	

eksploitatif.[13]	

Di	 luar	 hukum	 tertulis,	 hukum	 adat	 dan	 kebiasaan	 masyarakat	 Indonesia	 pada	

dasarnya	 menempatkan	 anak	 sebagai	 amanah	 yang	 harus	 dijaga	 martabat	 dan	

kehormatannya.	Dalam	banyak	komunitas	adat,	anak	dipandang	sebagai	penerus	garis	

keturunan	dan	simbol	kehormatan	keluarga.	Konsep	tanggung	jawab	orang	tua	dalam	

hukum	 adat	 bukan	 hanya	 bersifat	 material,	 tetapi	 juga	 moral	 dan	 sosial.[14]	 Oleh	

karena	 itu,	 tindakan	 yang	mempermalukan	 atau	merugikan	 anak	 demi	 keuntungan	

ekonomi	 keluarga	 bertentangan	 dengan	 nilai-nilai	 adat	 yang	 menjunjung	 tinggi	

kehormatan	dan	keseimbangan	sosial.	

Namun	demikian,	 terdapat	dinamika	kebiasaan	baru	dalam	masyarakat	digital	 yang	

cenderung	menormalisasi	praktik	sharenting,	yaitu	kebiasaan	orang	tua	membagikan	

aktivitas	 anak	 secara	 intensif	 di	 media	 sosial.	 Kebiasaan	 ini	 berkembang	 menjadi	

praktik	 komersial	 melalui	 sistem	 monetisasi	 platform	 digital.	 Dalam	 perspektif	

sosiologis,	 kebiasaan	 tersebut	 belum	 tentu	 sejalan	 dengan	 prinsip	 hukum	

perlindungan	 anak.	 Hukum	 harus	 mampu	 membedakan	 antara	 ekspresi	 wajar	

kehidupan	keluarga	dan	tindakan	yang	mengarah	pada	eksploitasi.[15]	

Secara	teoretis,	pendekatan	perlindungan	hukum	preventif	dan	represif	sebagaimana	

dikemukakan	 dalam	 teori	 perlindungan	 hukum	 oleh	 para	 sarjana	 hukum	 Indonesia	

menempatkan	negara	sebagai	pihak	yang	wajib	mencegah	terjadinya	pelanggaran	hak	

anak	 sekaligus	 memberikan	 sanksi	 apabila	 pelanggaran	 tersebut	 terjadi.	 Dalam	

konteks	eksploitasi	digital,	perlindungan	preventif	dapat	berupa	regulasi	pembatasan	

monetisasi	konten	anak,	 sedangkan	perlindungan	 represif	berupa	penegakan	sanksi	

pidana	dan	administratif	terhadap	pelaku.[16]	

Dengan	demikian,	sistem	hukum	Indonesia	secara	normatif	telah	memiliki	perangkat	

yang	 cukup	untuk	mengatur	 dan	menindak	 eksploitasi	 anak	 oleh	 orang	 tua	melalui	

konten	media	 sosial.	 Kerangka	 hukum	 tersebut	 bersumber	 dari	 konstitusi,	 undang-
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undang	perlindungan	anak,	regulasi	teknologi	informasi,	hukum	pidana,	yurisprudensi,	

serta	 nilai-nilai	 hukum	 adat.	 Permasalahan	 utama	 bukan	 terletak	 pada	 ketiadaan	

norma,	melainkan	pada	kebutuhan	penafsiran	progresif	dan	penguatan	implementasi	

agar	 hukum	mampu	menjawab	perkembangan	pola	 eksploitasi	 di	 era	 digital	 secara	

efektif	dan	berkeadilan.	

2. Bentuk	 Pertanggungjawaban	 Orang	 Tua	 yang	 Memaksa	 Anak	 Terlibat	 dalam	
Pembuatan	Konten	Media	Sosial	secara	Eksploitatif	

Pertanggungjawaban	orang	tua	dalam	konteks	pelibatan	anak	secara	eksploitatif	dalam	

konten	media	sosial	harus	dianalisis	melalui	konstruksi	pertanggungjawaban	pidana,	

yaitu	 adanya	 perbuatan	 melawan	 hukum,	 kesalahan,	 dan	 tidak	 adanya	 alasan	

pembenar	 atau	 pemaaf.	 Dalam	 sistem	 hukum	 Indonesia,	 hubungan	 keluarga	 tidak	

menghapuskan	 kemungkinan	 pemidanaan	 apabila	 tindakan	 orang	 tua	 terbukti	

melanggar	 hak	 anak.	 Prinsip	 ini	 sejalan	 dengan	 asas	 equality	 before	 the	 law	 yang	

menempatkan	setiap	orang	setara	di	hadapan	hukum.[17]	

Pertama,	dari	sisi	perbuatan	melawan	hukum,	eksploitasi	anak	dalam	konten	digital	

dapat	dikualiLikasikan	sebagai	pemanfaatan	anak	untuk	keuntungan	ekonomi	dengan	

mengabaikan	kepentingan	terbaik	bagi	anak.	Undang-Undang	Nomor	35	Tahun	2014	

tentang	Perlindungan	Anak	secara	tegas	melarang	setiap	orang	melakukan	eksploitasi	

ekonomi	terhadap	anak.	Apabila	orang	tua	secara	sadar	menjadikan	anak	sebagai	objek	

utama	konten	yang	dimonetisasi	misalnya	melalui	 kerja	 sama	komersial,	 iklan,	 atau	

sistem	bagi	hasil	platform	digital	maka	unsur	pemanfaatan	untuk	keuntungan	pihak	

lain	telah	terpenuhi.[18]	

Kedua,	 unsur	 kesalahan	 dalam	 hukum	pidana	 dapat	 berbentuk	 kesengajaan	 (dolus)	

maupun	kelalaian	(culpa).	Kesengajaan	dapat	dibuktikan	apabila	orang	tua	secara	aktif	

merencanakan,	 mengatur,	 dan	 memperoleh	 manfaat	 ekonomi	 dari	 konten	 yang	

melibatkan	anak.	Indikatornya	meliputi	frekuensi	produksi	konten,	pengaturan	jadwal	

yang	mengikat	anak,	serta	adanya	kontrak	atau	kerja	sama	komersial.	Dalam	situasi	ini,	
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kesadaran	atas	konsekuensi	eksploitasi	dapat	diasumsikan	karena	aktivitas	 tersebut	

dilakukan	secara	sistematis	dan	berorientasi	keuntungan.[19]	

Sementara	 itu,	 kelalaian	dapat	 terjadi	 ketika	orang	 tua	membiarkan	anak	 terekspos	

secara	 berlebihan	 di	 ruang	 digital	 tanpa	 pengawasan	 yang	 memadai,	 sehingga	

menimbulkan	 dampak	 psikologis	 atau	 sosial	 yang	merugikan.[20]	Dalam	perspektif	

tanggung	jawab	pengasuhan,	orang	tua	memiliki	kewajiban	hukum	untuk	melindungi	

anak	 dari	 risiko	 yang	 dapat	 mengganggu	 perkembangan	 Lisik	 maupun	 mentalnya.	

Pengabaian	kewajiban	ini	dapat	menjadi	dasar	pertanggungjawaban	apabila	terbukti	

adanya	hubungan	kausal	antara	kelalaian	dan	kerugian	yang	dialami	anak.	

Dalam	 praktik	 peradilan,	 Mahkamah	 Agung	 Republik	 Indonesia	 dalam	 sejumlah	

putusan	 terkait	 eksploitasi	 anak	 menegaskan	 bahwa	 alasan	 kebutuhan	 ekonomi	

keluarga	 tidak	 dapat	 dijadikan	 pembenar	 apabila	 tindakan	 tersebut	mengorbankan	

hak	 dasar	 anak.	 Yurisprudensi	 ini	 menunjukkan	 bahwa	 relasi	 orang	 tua	 dan	 anak	

bukanlah	alasan	pembenar	dalam	hukum	pidana.	Sebaliknya,	posisi	dominan	orang	tua	

justru	 memperkuat	 unsur	 penyalahgunaan	 relasi	 kuasa	 ketika	 anak	 dipaksa	 atau	

ditekan	untuk	terlibat	dalam	aktivitas	yang	menguntungkan	orang	tua.[21]	

Selain	 pertanggungjawaban	 pidana,	 terdapat	 pula	 dimensi	 pertanggungjawaban	

perdata.	 Berdasarkan	 Pasal	 1365	 Kitab	 Undang-Undang	 Hukum	 Perdata,	 setiap	

perbuatan	melawan	 hukum	 yang	menimbulkan	 kerugian	mewajibkan	 pelaku	 untuk	

mengganti	 kerugian	 tersebut.	 Apabila	 eksploitasi	 digital	 menyebabkan	 kerugian	

materiil	 maupun	 immateriil	 seperti	 gangguan	 psikologis,	 kerusakan	 reputasi,	 atau	

hilangnya	 kesempatan	 pendidikan	 maka	 anak,	 melalui	 wali	 atau	 mekanisme	

perlindungan	hukum	lainnya,	berhak	menuntut	pemulihan.[22]	Dalam	hal	ini,	konsep	

perbuatan	melawan	hukum	diperluas	 tidak	hanya	pada	pelanggaran	norma	 tertulis,	

tetapi	juga	pada	pelanggaran	kepatutan	dan	kehati-hatian	dalam	pengasuhan.	

Lebih	lanjut,	pertanggungjawaban	administratif	juga	dimungkinkan.	Negara	memiliki	

kewenangan	 melakukan	 intervensi	 terhadap	 pola	 pengasuhan	 yang	 terbukti	

membahayakan	 anak.	 Bentuknya	 dapat	 berupa	 pembinaan,	 pengawasan,	 hingga	
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tindakan	 tertentu	 demi	 menjamin	 keselamatan	 dan	 kesejahteraan	 anak.[23]	

Pendekatan	ini	mencerminkan	fungsi	negara	sebagai	parens	patriae,	yaitu	pelindung	

bagi	warga	negara	yang	belum	cakap	hukum.	

Dari	perspektif	hukum	adat,	orang	tua	memikul	tanggung	jawab	moral	dan	sosial	atas	

kehormatan	keluarga.	Anak	dipandang	sebagai	amanah	yang	harus	dijaga	martabatnya.	

Dalam	banyak	komunitas	adat,	tindakan	yang	mempermalukan	atau	merugikan	anak	

demi	 keuntungan	 pribadi	 dianggap	 mencederai	 keseimbangan	 sosial.[24]	 Nilai	 ini	

sejalan	dengan	prinsip	hukum	nasional	yang	menempatkan	anak	sebagai	subjek	yang	

harus	dilindungi	dari	penyalahgunaan	kekuasaan	dalam	keluarga.	

Dalam	konteks	kebiasaan	masyarakat	digital,	praktik	sharenting	sering	dianggap	wajar	

dan	 bahkan	 menjadi	 sumber	 penghasilan.	 Namun,	 kebiasaan	 tidak	 dapat	

mengesampingkan	 norma	 hukum	 apabila	 praktik	 tersebut	 telah	 memenuhi	 unsur	

eksploitasi.	 Hukum	 berfungsi	 sebagai	 koreksi	 terhadap	 kebiasaan	 sosial	 yang	

berkembang	 melampaui	 batas	 kepatutan.[5]	 Oleh	 karena	 itu,	 normalisasi	 eksposur	

anak	 di	media	 sosial	 tidak	 serta-merta	menghapus	 tanggung	 jawab	 hukum	 apabila	

terdapat	pemanfaatan	yang	merugikan	anak.	

Dengan	 demikian,	 bentuk	 pertanggungjawaban	 orang	 tua	 yang	 memaksa	 atau	

melibatkan	 anak	 secara	 eksploitatif	 dalam	 pembuatan	 konten	 media	 sosial	 dapat	

berupa	 pertanggungjawaban	 pidana	 atas	 dasar	 eksploitasi	 ekonomi	 anak,	

pertanggungjawaban	 perdata	 atas	 dasar	 perbuatan	 melawan	 hukum,	 serta	

pertanggungjawaban	 administratif	 atas	 pelanggaran	 kewajiban	 pengasuhan.	

Keseluruhan	 mekanisme	 ini	 menunjukkan	 bahwa	 sistem	 hukum	 Indonesia	 tidak	

memberikan	 kekebalan	 atas	 dasar	 hubungan	 keluarga,	 melainkan	 menempatkan	

perlindungan	anak	sebagai	prioritas	utama	dalam	menilai	setiap	tindakan	orang	tua	di	

ruang	digital.	

D. KESIMPULAN	

Kesimpulan	penelitian	ini	menunjukkan	bahwa	sistem	hukum	Indonesia	pada	dasarnya	

telah	memiliki	landasan	normatif	yang	memadai	untuk	mengatur	dan	menindak	praktik	
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eksploitasi	anak	oleh	orang	tua	melalui	konten	media	sosial.	Perlindungan	anak	dijamin	

secara	 konstitusional	 dan	 diperkuat	 melalui	 peraturan	 perundang-undangan	 yang	

melarang	segala	bentuk	eksploitasi	ekonomi	serta	penyalahgunaan	relasi	kuasa	terhadap	

anak.	Meskipun	media	sosial	sebagai	medium	digital	tidak	selalu	disebut	secara	eksplisit,	

konstruksi	 norma	 yang	 bersifat	 luas	memungkinkan	 praktik	 pemanfaatan	 anak	 untuk	

kepentingan	 komersial	 di	 ruang	 digital	 dikualifikasikan	 sebagai	 bentuk	 eksploitasi	

apabila	bertentangan	dengan	prinsip	kepentingan	terbaik	bagi	anak.	Dengan	demikian,	

permasalahan	utama	bukan	terletak	pada	ketiadaan	aturan,	melainkan	pada	kebutuhan	

penafsiran	 yang	 responsif	 dan	 implementasi	 yang	 konsisten	 terhadap	 perkembangan	

pola	eksploitasi	di	era	digital.	Penelitian	 ini	 juga	menyimpulkan	bahwa	orang	tua	yang	

memaksa	atau	melibatkan	anak	secara	eksploitatif	dalam	pembuatan	konten	media	sosial	

dapat	 dimintai	 pertanggungjawaban	 pidana,	 perdata,	 maupun	 administratif.	

Pertanggungjawaban	 pidana	 dapat	 dikenakan	 apabila	 terpenuhi	 unsur	 perbuatan	

melawan	 hukum	 dan	 kesalahan,	 baik	 dalam	 bentuk	 kesengajaan	 maupun	 kelalaian,	

sementara	 pertanggungjawaban	 perdata	 dimungkinkan	 apabila	 tindakan	 tersebut	

menimbulkan	kerugian	bagi	anak.	Selain	itu,	intervensi	administratif	merupakan	bentuk	

perlindungan	 negara	 terhadap	 anak	 ketika	 pola	 pengasuhan	 terbukti	 membahayakan	

kepentingannya.	Temuan	ini	menegaskan	bahwa	hubungan	keluarga	tidak	menjadi	alasan	

pembenar	atas	pelanggaran	hak	anak.	Oleh	karena	itu,	diperlukan	penguatan	komitmen	

penegakan	 hukum	 dan	 pengawasan	 terhadap	 praktik	 komersialisasi	 konten	 anak	 di	

media	 sosial	 agar	 perlindungan	 anak	 tidak	 hanya	 bersifat	 normatif,	 tetapi	 juga	 efektif	

dalam	menjamin	martabat	dan	kesejahteraan	anak	di	ruang	digital.	
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